SALINAN

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR &l  TAHUN 2024
TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS TAHUN 2024

Menimbang

Mengingat

BUPATI BANYUMAS,

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah dan Pasal 27 (3) Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2018
tentang Pembentukan  Produk  Hukum Daerah,
perencanaan penyusunan Peraturan Bupati ditetapkan
dengan Keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau
instansi, dalam hal ini dengan Keputusan Bupati, masing-
masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun,;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati
Banyumas Tahun 2024,

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);
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3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun

2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017
Nomor 1 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Banyumas Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Tahun
2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Banyumas Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Program Pembentukan Peraturan Bupati Banyumas Tahun
2024 tersusun dalam bentuk Daftar Rancangan Peraturan
Bupati Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan Bupati ini.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun Anggaran 2024.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
padatanggal 0 g JAN 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,

td

HANUNG CAHYO SAPUTRO
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR &| TAHUN 2024
TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
TAHUN 2024

PROGRAM PEMBENTUKAN

PERATURAN BUPATI BANYUMAS TAHUN 2024

NO. JUDUL PENGUSUL/PEMRAKARSA
(1) (2) (3)
1 | Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana | Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
2 | Rencana Kontinjensi Bencana Tanah Longsor Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
3 | Sistem Operasional Prosedur Penanggulangan | Badan Penanggulangan
Bencana Bencana Daerah
4 | Rencana Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
5 | Klaster Logistik Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
6 | Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana | Badan Penanggulangan
Multisektoral Bencana Daerah
7 | Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
8 | Rencana Kontinjensi Bencana Banjir Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
9 | Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas | Bagian Organisasi
Nomor 103 Tahun 2021 tentang Organisasi dan | Sekretariat Daerah
Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Banyumas
10 | Unit Pelayanan Teknis Daerah pada Dinas | Bagian Organisasi
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten | Sekretariat Daerah
Banyumas
11 | Pencabutan Atas Peraturan Bupati Banyumas | Bagian Organisasi
Nomor 66 Tahun 2018 tentang Koordinator | Sekretariat Daerah
Wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas
12 | Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas | Bagian Organisasi
Nomor 45 Tahun 2023 tentang Unit Pelayanan | Sekretariat Daerah
Teknis Daerah pada Satuan Pendidikan pada
Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas
13 | Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten | Bagian Organisasi
Banyumas Sekretariat Daerah
14 | Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan | Bagian Organisasi
Masyarakat Desa Sekretariat Daerah
15 | Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan, | Bagian Organisasi
Riset dan Inovasi Daerah Sekretariat Daerah
16 | Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas | Bagian Organisasi

Nomor 102 Tahun 2021 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Kesehatan

Sekretariat Daerah
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17 | Unit Organisasi Bersifat Khusus Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah
18 | Unit Organisasi Bersifat Fungsional Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah
19 | Unit Pelayanan Teknis Daerah Disabilitas Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah
20 |Sistem Kerja pada Pemerintah Kabupaten | Bagian Organisasi
Banyumas Sekretariat Daerah
21 | Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil | Bagian Organisasi
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten | Sekretariat Daerah
Banyumas
22 | Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas | Bagian Organisasi
Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan | Sekretariat Daerah
Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Banyumas
23 | Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas | Bagian Organisasi
Nomor 105 Tahun 2021 tentang Organisasi dan | Sekretariat Daerah
Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Daerah pada
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Banyumas
24 | Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pertanian | Bagian Organisasi
dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas Sekretariat Daerah
25 | Evaluasi Jabatan Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah
26 | Kamus Kompetensi Teknis Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah
27 | Standar Kompetensi Jabatan Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah
28 | Jam Kerja bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah | Bagian Organisasi
Kabupaten Banyumas Sekretariat Daerah
29 | Akronim Perangkat Daerah di Lingkungan | Bagian Organisasi
Pemerintah Kabupaten Banyumas Sekretariat Daerah
30 | Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas | Bagian Organisasi
Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Bentuk Baku | Sekretariat Daerah
Singkatan/Akronim Nomenklatur serta Bentuk
Stempel Jabatan dan Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
31 | Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi | Bagian Organisasi
Pemerintahan Sekretariat Daerah
32 | Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas | Badan Kepegawaian dan

Nomor 58 Tahun 2020 tentang Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banyumas

Pengembangan Sumber
Daya Manusia
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33

Batas Kelurahan Arcawinangun Kecamatan
Purwokerto Timur

Tata Pemerintahan
Sekretariat Daerah

34

Kode Klasifikasi Arsip

Dinas Arsip dan
Perpustakaan Daerah

35

Sistem Klasifikasi Keamanan Akses Arsip Dinamis

Dinas Arsip dan
Perpustakaan Daerah

36

Jadwal Retensi Arsip

Dinas Arsip dan
Perpustakaan Daerah

37

Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banyumas

Dinas Arsip dan
Perpustakaan Daerah

38

Rencana Aksi Pencrapan Standar Pelayanan
Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banyumas Tahun 2023-2027

Bagian Tata Pemerintahan
Sekretariat Daerah

39

Rencana Aksi Daerah Penghapusan Merkuri

Dinas Lingkungan Hidup

40

Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan,
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan
Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja
Tidak Terduga

Badan Keuangan dan Aset
Daerah

41

Penyelenggaraan Operasi Pasar dan Pasar Murah

Dinas Perindustrian dan
Perdagangan

42

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 83 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan
Penerima Upah yang didaftarkan oleh Pemerintah
Daerah yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah

Dinas Kesehatan

43

Pencabutan Atas Peraturan Bupati Banyumas
Nomor 29 Tahun 2023 tentang Tata Cara
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan
Jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah
pada Pemerintah Kabupaten Banyumas

Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber
Daya Manusia

44

Pedoman Implementasi Pelayanan Kesehatan
Primer di Kabupaten Banyumas

Dinas Kesehatan

45

Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 83 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaran Program Jaminan Kesehatan Bagi
Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja
yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah

Dinas Kesehatan

46

Penyusunan Rencana Strategis Transisi 2024-
2026 BLUD UPT Puskesmas dan Klinik serta
Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto Dinas
Kesehatan Kab. Banyumas

Dinas Kesehatan

47

Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas
Nomor 117 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola
Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan
Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten
Banyumas ‘

Dinas Kesehatan
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48

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun
2018 tentang Rencana Aksi Daerah
Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2024-2029

Dinas Kesehatan

49

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor
26 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Bagian Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah

50

Penyelenggaran Usaha Kesehatan
Sekolah /Madrasah di Kabupaten Banyumas

Bagian Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah

51

Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas
Nomor 27 Tahun 2023 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada
Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

52

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan
Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat
Fungsional Pusat  Kesehatan Masyarakat
Kabupaten Banyumas

Dinas Kesehatan

53

Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas
Nomor 102 Tahun 2021 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas

Dinas Kesehatan

54

Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas
Nomor 116 Tahun 2021 tentang Remunerasi pada
Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan
Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada
Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas

Dinas Kesehatan

55

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia

Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber
Daya Manusia

56

Operasional SIMASNATA

Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber
Daya Manusia

57

Pengelolaan Kinerja

Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber
Daya Manusia

58

Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara Kepala
Desa

Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber
Daya Manusia

59

Tata Cara Mutasi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas

Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber
Daya Manusia

60

Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas
Nomor 22 Tahun 2016 tentang Persyaratan
Pengangkatan Jabatan PNS dalam Jabatan
Administrator

Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber
Daya Manusia

61

Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas
Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pola Karir Pegawai
Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten
Banyumas

Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber
Daya Manusia

62

Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas
Nomor 11 Tahun 2023 tentang Manajemen Talenta
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banyumas

Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber
Daya Manusia

63

Pengukuhan Kompetensi

Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber
Daya Manusia
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64 | Pelaksanaan Magang dan Pertukaran Pegawai Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber
Daya Manusia
65 | Coaching, Mentoring, dan Belajar Mandiri Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber
Daya Manusia
66 | Pengembangan Kompetensi Melalui Pendidikan | Badan Kepegawaian dan
Formal (Tugas Belajar) Pengembangan Sumber
Daya Manusia
67 | Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara | Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber
Daya Manusia
68 | Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif | Badan Pendapatan Daerah
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024
69 | Tata Cara Penyelenggaraan Kerja Sama atau | Badan Pendapatan Daerah
Penunjukan Pihak Ketiga dalam Pemungutan
Retribusi
70 | Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan | Badan Pendapatan Daerah
Perdesaan dan Perkotaan
71 | Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas | Badan Pendapatan Daerah
Tanah dan Bangunan
72 | Tata Cara Pemungutan Pajak Barang Jasa |Badan Pendapatan Daerah
Tertentu
73 | Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame Badan Pendapatan Daerah
74 | Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan | Badan Pendapatan Daerah
Logam dan Batuan
75 | Tata Cara Pemungutan Pajak Air Bersih Badan Pendapatan Daerah
76 | Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah
77 | Klasifikasi Objek Pajak Bumi dan Bangunan | Badan Pendapatan Daerah
Perdesaan dan Perkotaan
78 | Nilai Sewa Reklame Badan Pendapatan Daerah
79 | Nilai Perolehan Air Tanah dan Harga Dasar Badan Pendapatan Daerah
80 | Tata Cara Pemberian Insentif Fiskal Badan Pendapatan Daerah
81 | Tata Cara Pemberian Kemudahan Perpajakan | Badan Pendapatan Daerah

Daerah
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82 | Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah

83 | Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga | Badan Pendapatan Daerah
dan/atau Denda Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan yang Terhutang Tahun
1994 sampai dengan Tahun 2024

84 | Penyelenggaraan Operasi Pasar dan Pasar Murah | Badan Keuangan dan Aset

Daerah

85 | Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE | Bagian Organisasi
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas | Sekretariat Daerah

86 | Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan | Badan Keuangan dan Aset
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan | Daerah
Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja
Tidak Terduga

87 | Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu | Badan Keuangan dan Aset
Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan | Daerah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

88 | Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten | Badan Keuangan dan Aset
Banyumas Daerah

89 | Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan | Dinas Perumahan dan
Utilitas Perumahan Kawasan Permukiman

90 | Pedoman Pengesahan Rencana Tapak Perumahan | Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman

91 | Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja | Badan Keuangan dan Aset
Daerah Tahun Anggaran 2024 Daerah

92 | Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas | Badan Keuangan dan Aset

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Daerah

Pj. BUPATI BANYUMAS,

td

HANUNG CAHYO SAPUTRO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,
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ARIF ROHMAN, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 197505312009031002
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